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ABSTRAK 

PAJAK TERUTANG PENANGGUNG PAJAK PASKA PENGAKHIRAN 

KEPAILITAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR PUT-

117428.99/2017/PP/MXII Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019)  

KATA KUNCI:  Pajak Terutang, Penanggung Pajak, Pengakhiran Kepailitan. 

Bank Dunia menilai Indonesia merupakan negara dengan penerimaan negara yang 

paling rendah dibandingkan dengan negara-negara di Asia dan G20. Karenanya 

berbagai upaya yang telah dan akan terus dilakukan negara/pemerintah dalam rangka 

peningkatan kepatuhan Wajib Pajak antara lain mengembangkan sistem pengelolaan 

database yang lengkap, akurat, terintegrasi dan terjamin kerahasiaannya (database 

management system) sehingga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan 

pelayanan, pengawasan, intensifikasi penerimaan pajak maupun ekstensifikasi 

terhadap potensi penerimaan pajak termasuk dari wajib pajak yang sudah dinyatakan 

pailit oleh putusan Pengadilan Niaga.  Potensi penerimaan pajak tersebut dapat 

dilihat dari perkara PT. Muara Manggalindo (selanjutnya disebut “Perseroan”) yang 

pada awalnya dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga dan besarnya 

tagihan pajak Perseroan hanya dikabulkan sebagian oleh Putusan Pengadilan Niaga 

dan pada akhirnya tagihan Perseroan hanya dibayarkan sebagian kecil oleh Kurator 

berdasarkan putusan Pengadilan Niaga, sehingga paska pengakhiran kepailitan, 

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan terhadap 

rekening-rekening pribadi pemegang saham dan pengurus Perseroan sebagai 

jaminan pemenuhan utang pajak Perseroan.  Berdasarkan uraian latar belakang 

tersebut diatas, maka permasalahan yang ingin penulis teliti adalah bagaimana 

pengaturan pertanggungjawaban hukum pemegang saham dan pengurus perseroan 

sebagai penanggung pajak paska pengakhiran kepailitan dan bagaimana pengaturan 

upaya hukum pemegang saham dan pengurus perseroan  untuk lepas dari 

tanggungjawab secara renteng terhadap pajak terutang perseroan paska pengakhiran 

kepailitan. Penelitian tesis ini adalah penelitian normatif. Jenis data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik untuk mengkaji ketiga 

bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Dari hasil penelitan penulis 

menarik simpulan bahwa pemegang saham dan pengurus perseroan tidak dapat 

dimintakan pertanggungjawaban hukum sebagai penanggung pajak paska 

pengakhiran kepailitan karena Pasal 32 UU KUP hanya mengatur tentang pihak yang 

mewakili atau menjalankan hak dan kewajiban Wajib Pajak yaitu antara lain untuk 

badan oleh pengurus dan untuk badan yang dinyatakan pailit oleh Kurator,  Pasal 1 

angka 3 UU PPSP hanya mengatur tentang definisi Penanggung Pajak, Pasal 3 PP 

Nomor 135 Tahun 2000 hanya mengatur tentang barang Penanggung Pajak yang 

dapat disita, Sehingga Pasal 32 UU KUP, Pasal 1 angka 3 UU PPSP dan Pasal 3 PP 

135 Tahun 2000 sama sekali tidak mengatur tentang Pemegang Saham yang dapat 

ditetapkan sebagai Penanggung Pajak.  Hal tersebut dikuatkan dengan ketentuan 



x 

 

Pasal 204  UU KPKPU yang tidak mengatur secara tegas bahwa dalam hal proses 

kepailitan telah selesai dan masih terdapat sisa utang pajak yang belum dibayar, hak 

dan tanggungjawab kurator kembali kepada Pengurus perseroan.  Hal tersebut 

disebabkan oleh karena Pemegang Saham dan  Pengurus perseroan tidak 

bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseraoan 

dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki 

sesuai ketentuan pasal 3 ayat 1 UUPT sepanjang Pemegang Saham dan Pengurus 

perseroan tidak melanggar ketentuan pasal 3 ayat 2 UUPT. Simpulan penulis terkait 

upaya hukum yang dapat dilakukan Pemegang Saham dan Pengurus Perseroan untuk 

lepas dari tanggungjawab secara renteng terhadap pajak terutang perseroan paska 

pengakhiran kepailitan adalah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak sesuai 

ketentuan pasal 1 ayat 7 UUKUP, pasal 1 ayat 19 UUPPSP, Pasal 1 ayat 28 UUKUP 

dan Pasal 1 ayat 3 UUPPSP.  Saran yang diberikan penulis yaitu perlu adanya 

sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan Perpajakan baik yang ada pada Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan atau yang ada pada ketentuan Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa, dan ketentuan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang sepanjang mengenai penanggung pajak yang bertanggung jawab 

atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban Wajib 

Pajak dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan kepailitan.  

 

 


